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PUTUSAN
Nomor 321/Pdt.G/2020/PA.Tig

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara
Perdata cerai talak berikut isbat nikah pada tingkat pertama dalam sidang
Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara tersebut

yang diajukan oleh:

XXX, NIK. XXX, tempat tanggal lahir Lamuntet 14 Oktober 1974, umur 46
tahun, agama islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan

Petani, tempat tinggal di XXX, sebagai Pemohon;
lawan

XXX, tempat tanggal lahir Pengadang 14 Agustus 1988, umur 32 tahun,
agama islam, pendidikan terkhir SLTA, pekerjaan Mengurus
rumah tangga, tempat tinggal di XXX, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03
Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Taliwang dengan register perkara Nomor 321/Pdt.G/2020/PA.Tlg,
mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2010, Pemohon dengan Termohon
melangsungkan pernikahan menurut agama islam di XXX,
sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Pernah Nikah dari Kepala
Desa Lamuntet, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat
Nomor : XXX, tertanggal 17 Nopember 2020;
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2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka
dalam usia 36 tahun, dan Termohon berstatus perawan dalam usia
22 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung
Termohon yang bernama XXX, dan dihadiri saksi nikah masing-masing
bernama: XXX, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat

(dibayar tunai);
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di

rumah orang tua Pemohon yang beralamatkan di XXX;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup

rukun layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa pada awal Januari 2017, kehidupan rumah tangga Pemohon

dengan Termohon mulai tidak dengan adanya perselisihan antara
Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga

yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
- Termohon sering mengeluh masalah ekonomi;
- Termohon sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa

seijin dan sepengetahuan Pemohon;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon

terjadi sejak awalDesember 2017, yang akibatnya antara Pemohon
dengan Termohon telah pisah rumah selama 3 tahun, yang

meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
7. Bahwa upaya damai telah dilakukan oleh keluarga Pemohon juga

keluarga Termohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon

dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga
tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tanga yang sakinah,
mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya
agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum
dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir
bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon

dengan Termohon;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan

hukum yang berlaku;
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Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Taliwang segera memeriksa dan mengadili perkara ini,

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (XXX) dengan Termohon

(XXX) yang dilaksanakan pada 28 Mei 2010, di XXX;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan thalak satu

raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama
Taliwang setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini
diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa, dalam perkara ini terdapat dua permohonan, vyaitu
permohonan isbat nikah dan permohonan cerai talak;

Bahwa terhadap pemohonan isbat nikah, atas perintah Ketua
Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Taliwang telah mengumumkan perkara
permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan
pengumuman Pengadilan Agama Taliwang selama 14 (empat belas) hari
terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang
waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke
Pengadilan Agama Taliwang sehubungan dengan permohonan
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah
menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak
menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
melalui relaas panggilan nomor 321/Pdt.G/2020/PA.Tlg tanggal 04-12-2020
dan tanggal 15-12-2020 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam
sidang, ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tanpa disebabkan suatu

halangan yang sah;
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Bahwa, Majelis telah menyarankan kepada Pemohon untuk mengurus
bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut
dilangsungkan, dan atas saran Majelis tersebut Pemohon menyatakan
pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa, usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan namun
Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat
kepada Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan
mencoba kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa
rahmah namun tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin melanjutkan proses
persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi
diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi
pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXX tanggal 10-04-2013 atas

nama Pemohon yang tercatat dan dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan Catata Sipil Kabupaten Sumbawa Barat, telah
bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah
dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi
tanda P.1 dan diparaf;

2. Bukti Saksi.

XXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani,

bertempat tinggal di XXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan hadir
pernikahan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga
sekaligus saksi pernikahan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah secara islam pada
tanggal 28 Mei 2010 di XXX;
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- Bahwa, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung
Termohon yang bernama XXX dengan dua orang saksi nikah saksi
sendiri dan XXX;

- Bahwa, pernikahan Pemohon dan Termohon dengan maskawin
seperangkat alat sholat dibayar tunai;

- Bahwa, status Pemohon dan Termohon sebelum menikah adalah
perjaka dan perawan;

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah
atau semenda atau hal lainnya yang menghalangi pernikahan
Pemohon dan Termohon;

- Bahwa, penyebab Pemohon dan Termohon tidak mendaftarkan
pernikahannya saat itu adalah kondisi ekonomi yang tidak mampui;

- Bahwa, saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang
keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa, tujuan permohonan isbat nikah, yaitu untuk mengurus
perceraian antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama
yang terakhir di XXX;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai seorang anak;

- Bahwa, setahu saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan
Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak januari tahun
2017, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon sering
mengeluh masalah ekonomi dan Termohon sering keluar rumah
tanpa seijin Pemohon;

- Bahwa, akibat perselisihan tersebut, Termohon pergi meninggalkan
Pemohon sejak tahun 2017;

- Bahwa, setelah pergi, setahu saksi, Termohon tidak pernah kembali
berkumpul dengan Pemohon;

- Bahwa, saksi melihat sendiri pertengkaran Pemohon dan
Termohon berkali-kali;

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan Nomor 321/Pdt.G/2020/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dan keluarga telah menasehati Pemohon agar selalu
bersabar, namun tidak berhasil;

- Bahwa, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

XXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani,

bertempat tinggal di XXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan hadir
pernikahan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga
Pemohon;

- Bahwa, saksi hadir, saat Pemohon dan Termohon menikah secara
islam pada tanggal 28 Mei 2010 di XXX;

- Bahwa, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung
Termohon yang bernama XXX dengan dua orang saksi nikah
bernama XXX;

- Bahwa, pernikahan Pemohon dan Termohon dengan maskawin
seperangkat alat sholat dibayar tunai;

- Bahwa, status Pemohon dan Termohon sebelum menikah adalah
perjaka dan perawan;

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah
atau semenda atau hal lainnya yang menghalangi pernikahan
Pemohon dan Termohon;

- Bahwa, penyebab Pemohon dan Termohon tidak mendaftarkan
pernikahannya saat itu adalah kondisi ekonomi yang tidak mampui;

- Bahwa, saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang
keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa, tujuan permohonan isbat nikah, yaitu untuk mengurus
perceraian antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama
yang terakhir di XXX;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai seorang anak;

- Bahwa, setahu saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan
Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak januari tahun
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2017, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon sering
mengeluh masalah ekonomi dan Termohon sering keluar rumah
tanpa seijin Pemohon;

- Bahwa, akibat perselisihan tersebut, Termohon pergi meninggalkan

Pemohon sejak tahun 2017;

- Bahwa, setelah pergi, setahu saksi, Termohon tidak pernah kembali

berkumpul dengan Pemohon;

- Bahwa, saksi melihat sendiri pertengkaran Pemohon dan

Termohon berkali-kali;

- Bahwa, saksi dan keluarga telah menasehati Pemohon agar selalu

bersabar, namun tidak berhasil;

- Bahwa, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi
dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Termohon tidak pernah
hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan
yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum
dalam surat permohonan Pemohon dan mohon putusan dengan
mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk
kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang
perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan

putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap (in person) di
persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan
tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah
untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata
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ketidakhadiran Termohon itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah
menurut hukum (default without reason) sesuai Pasal 149 R.Bg., maka
harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara a quo dapat diperiksa
tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat dua permohonan, yaitu
permohonan isbat nikah dan permohonan cerai talak;

Menimbang, oleh karena terdapat dua permohonan yang diajukan
sekaligus, maka oleh Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai
berikut:

1. Permohonan Isbat Nikah

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada
papan pengumuman Pengadilan Agama Taliwang dalam tenggang waktu
14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Rl Nomor
KMA/032/SK/1V/2006 tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku I
Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak
yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis
berpendapat perkara aquo dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada
Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana
pernikahan tersebut dilangsungkan dan atas saran Ketua Majelis tersebut
Pemohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan
Agama setempat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon
pada intinya adalah Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan
sesuai dengan syariat Islam namun oleh Pemohon dan Termohon belum
melaporkan pernikahannya kepada Pejabat Pembuat Akta Nikah pada
Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat
diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur menurut
Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh
karenanya Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya
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sesuai ketentuan dimaksud;

2. Permohonan Cerai Talak

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang
selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi
sebagaimana ketentuan pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung
RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah
Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,
tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, meskipun Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir
di persidangan, namun berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta
Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tetap berusaha
mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya bersabar dan
berupaya supaya rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon
tetap ingin bercerai dengan Termohon sehingga tetap melanjutkan proses
persidangan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut,
dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai
Talak ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat
pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan
pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi
untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan perceraian
karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
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Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah
tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan
suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah
berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan,
sehingga jawaban Termohon tidak dapat didengar, maka secara yuridis
formal Termohon dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan
hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di
persidangan, hal ini telah sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam
Kitab Ahkamul Qur’an Ill: 405 yang diambil alih Majelis Hakim sebagai
pendapat Majelis yang menyatakan sebagai berikut:

5 -
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Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam,
kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim,
dan gugurlah haknya.

dan jika ternyata permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak
melawan hak, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1)
R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya
Termohon;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat
prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak
dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan
seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan
perundang-undangan, sehingga walaupun ketidak hadiran Termohon
secara formil dapat diartikan menerima dan membenarkan dalil-dalil
Pemohon, namun khusus dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari
kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk
menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah
menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan
bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata
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didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena
dikhawatirkan timbulnya kebohongan (de groten langen) ex Pasal 208 BW.
Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan
perdata biasa akan tetapi sebagai mitsagan ghalidhan (ikatan yang kokoh),
sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang
dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa
permohonan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran,
Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak
keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan
demikian, Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

3. Alat bukti yang diajukan

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan isbat
nikah dan permohonan cerai talak, Pemohon telah mengajukan alat bukti
berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode (P.1), dan telah
menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P.1) tersebut merupakan
fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya,
khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-
nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan
Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea
Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000
tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan
Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti
tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara
materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat
keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan
Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.1. merupakan akta otentik yang
berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon
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berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Taliwang, maka berdasarkan

ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Taliwang berwenang

menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua
orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yang dalam penilaian Majelis,
kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai
saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan
Pasal 309 R.Bg., terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut,
maka secara materiil dalam penilaian Majelis, saksi-saksi tersebut telah
memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri,
keterangan yang diberikan tersebut mempunyai sumber pengetahuan yang
jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi saling bersesuaian satu
dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Pemohon yang
dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, serta kejadian-
kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan
fakta-fakta dan akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon secara
agama lIslam pada 28 Mei 2010 di XXX, dengan wali nikah Ayah
Kandung Pemohon Il yang ijab kabulnya secara langsung, dengan mas
kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang
saksi laki-laki masing-masing bernama Gusmin dan Pawanari;

- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon

berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah,

sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak
ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan

hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
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- Bahwa, tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon

dan Termohon;
- Bahwa, tujuan permohonan isbat nikah, yaitu untuk mengurus

perceraian antara Pemohon dan Termohon
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana

layaknya suami istri dan belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, awalnya hidup rukun, namun sejak tahun 2017 sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan
Termohon sering mengeluh masalah ekonomi dan Termohon sering
meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seijin dan

sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa, akibat perselisihan tersebut, Termohon pergi meninggalkan

Pemohon selama 3 tahun;
- Bahwa, pihak keluarga pernah mendamaikan, akan tetapi tidak

berhasil dan saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan

Termohon;
- Bahwa, Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai;

Menimbang, berdasarkan fakta yang ditemukan, Majelis akan
mempertimbangkan sebagai berikut;

4. Pertimbangan Fakta Isbat Nikah
Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan
pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis akan
mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan /
munakahat Islam yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam
maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan Hadis Nabi
Muhammad SAW S(fbagai berikut:
s le ol (o olll I35 J6 : I akius of alllae o2
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Artinya: diriwayatkan dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa
Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah suatu pernikahan
kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-
Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan
menurut  hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya,
sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3)
Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: “Itsbat nikah yang dapat
diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan
dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b.
hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah
satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum
berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang
dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan
menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam,
maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b.
calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun
nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat
perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya
halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk
sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam
Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam
menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang
wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat

semenda, 3. karena pertalian sesusuan;
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Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah
bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan
umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorang pun yang
mengingkari perkawinannya tersebut (Istidlhar). Hal ini telah sejalan
dengan pendapat pakar hukum islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf, dalam
kitab Ushulul Figh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai
pertimbangan oleh Hakim, sebagai berikut:

lelesl de o d oy o s s Ay b ag O Ay B S0 o
Artinya: “Barang siapa yang mengetahui bahwa sesorang perempuan itu

sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan (tetap) sebagai
sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain

“

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di
atas, Majelis berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon
tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah denga
Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 karena telah memenuhi rukun dan
syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh
ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan
tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud
oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan Pemohon dan
Termohon tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut
ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16
tahun 2019, karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c)
Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus

dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang
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Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang
dapat dikategorikan “terselubung”, maka dalam hal ini Majelis berpendapat
sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan
syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak
dasar setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2
ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
sebagaimana yang telah diubah denga Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya
permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon dan
Termohon tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan
memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam
masyarakat, sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang
Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga secara
sosiologis Majelis mengemukakan pertimbangan bahwa Pemohon dan
Termohon hidup di tengah masyarakat yang agamis, terkenal dengan
postulat adatnya, “adat bersendikan syara’, syara’ bersendikan kitabullah”,
artinya adat yang berlaku di tengah masyarakat adalah adat yang sesuai
dengan syari'ah Islam dan berdasarkan ajaran yang terdapat di dalam Al-
Qur’an. Oleh karena itu, tidak mungkin masyarakat Sumbawa Barat secara
umum akan membiarkan pasangan yang tidak terikat tali pernikahan yang
sah hidup bersama layaknya suami istri, sampai menghasilkan keturunan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur
dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tenga Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi
Hukum Islam adalah bersifat administratif yang bertujuan untuk menjaga
ketertiban (maslahat) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain
melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia
yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga,
masyarakat, pemerintah, dan negara, yang merupakan upaya untuk
menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (mafsadat)
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pertumbuhan kehidupan anak yang akan atau telah dilahirkan dari
perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan
diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang
memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari’at Islam
sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif yang
ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban
prosedur dan administrasi perkawinan (maslahah), hal ini sesuai pula
dengan kaidah figh yang berbunyi:

Artinya: Menolak Kerusakan (madlarat) didahulukan (diutamakan)
daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan
oleh Pemohon tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang
jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan akta nikah,
maupun untuk kepentingan admlnlqt asj hubi_’m lamgﬁ ma_a_aL" glih
karenanya Majelis berpendapat bahwa permohon‘ﬁ’n Pemohon tersebut
patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian
hukum bagi Pemohon | dan Pemohon Il terkait perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan
Pemohon dan Termohon telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang
jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan tersebut juga telah
memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari‘at Islam sebagaimana
diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan
ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum
Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang
diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41,
Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya
Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua)

dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;
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5. Pertimbangan Fakta Cerai Talak

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan perceraian yang
diajukan oleh Pemohon sebagai suami, Majelis Hakim berpendapat bahwa
perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam
sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan
dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu,
terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan
perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang
termaktub dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jis. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana
telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa
alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami,
apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah ada alasan
perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau
peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya dalam perkara
ini, Pemohon telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana
yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi tersebut,
Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa perselisihan sering terjadi
dan dilihat oleh para saksi serta penyebab perselisihan adalah Termohon
telah menikah dengan pria idman lain dan Termohon benar-benar telah
meninggalkan Pemohon selama 3 tahun lamanya;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan
rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat
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salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya
(dzulm), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam
rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sudah sepatutnya
kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim
sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Madza Hurriyat
Azzauzaini Fii Athalaq, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis
Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyisebagai berikut:

/°~ ) o~ » 53 w’jjj\ °L>J\ UJL-@ U\D. d\)\m Lan; y...uy L?'\ :\;a

JJ"""'“Y\ Qjﬁwwﬁ CJJS\ L) C"""W’Jé@y Bl
Al ’”zmrwm »5355&&\’ \,\,\Jp&ouw

Artinya:  Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga
sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak
bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri
menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan
perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan
penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang
bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Pemohon dan Termohon
maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Pemohon dan
Termohon serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di
atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkanya sebuah
perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan
adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 R.Bg. dan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi
di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah
hadir dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan
perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2)
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Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, oleh
karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada
petitum angka 2 (dua) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan
dengan verstek

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak, maka
terkait permohonan Pemohon dalam petitum nomor dua, maka Majelis
Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak yang
diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut
terhitung setelah suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan
Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, adapun
pelaksanaan sidang ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan
ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat
(3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2006;

6. Pembebanan Biaya

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya
perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas lex
spesialis drogat lex generalis maka biaya perkara dibebankan kepada
Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan
ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta
dalil-dalil syar’i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut, tidak
hadir di persidangan;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
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3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (XXX) dengan Termohon
(XXX) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2010, di XXX;

4. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama
Taliwang;

5. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah
Rp. 506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Taliwang pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020
Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh
Nahdiyatul Ummah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nurrahmawaty,
S.H.I dan Misbah Nggulam Mustagim, S.Sy., masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam
sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim
Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sultanuddin, S.H. sebagai Panitera
Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Nurrahmawaty, S.H.I Nahdiyatul Ummah, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota,

Misbah Nggulam Mustaqgim, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Sultanuddin, S.H

Perincian biaya :
- PNBP :Rp 60.000,00
- Proses :Rp 50.000,00
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- Panggilan 'Rp 325.000,00
- Panggilan 'Rp 70.000,00
- Meterai :Rp 6.000,00
Jumlah 'Rp 506.000,00
(lima ratus enam ribu rupiah)
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